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BUPATI MAGETAN

PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR 69 TAHUN 2014

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAN」A DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 7 peraturan
Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1o rahun 2oL4 tentang
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2015, perlu ditetapkan peraturan Bupati tentang penjabaran
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2015, sebagai landasan operasional pelaksanaan ApBD Tahun
Anggaran 2Ol5;

1' undang-undang Nomor 2g Tahun lggg tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Iembaran Negara Repubrik
Indonesia Tahun 1999 Nomor Ts, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3gS1);

2' undang-undang Nomor rz Tahun 2oo3 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo3
Nomor 47, Tanrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 42861;

3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4
Perbendaharaa.n Negara (Lembaran Negara
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor S, Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor a355);

tentang

Republik

Lembaran



4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang

Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan

Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O4

Nomor 66, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 l);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara pemerintah pusat dan
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20O9 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2}ll tentang
Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol l Nomor A2,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
s23al;

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
sa9s);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 55g7) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan pemerintah pengganti Undang_Undang
Nomor 2 Tahun 2Ol4 tentang perubahan atas Undang_
Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang pemerintahan

Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14
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Nomor 246, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5589)

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Talr,un 20O4 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota

DPRD (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2l Tahun
2007 tentang Perubahan Ketiga Atas peraturan pemerintah

Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan protokoler Dan
Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan perwakilan Rakyat
Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 47, Ta:rnbahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4712);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 4g,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
45021 sebagaimana telah diubah dengan peraturan

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2O05 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (l.embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor lTL,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
53a0);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang Dana
Perimbangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O05 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2O1O

tentang Perubahan Atas peraturan pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

51ss);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2O05 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan l€mbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 20O5 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4593);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kine4'a Instansi pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a6r4);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2OOg tentang
Bantuan Keuangan Kepada partai politik (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O09 Nomor lg, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2972);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2O1O tentang Tata
cara Pemberian dan pemanfaatan Insentif pemungutan pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan Iembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2O1O tentang
Standar Akuntansi pemerintahan (tembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 3O Tahun 201 1 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republit Indonesia
Tahun 2O1l Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);
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22, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 5 Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5272);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2Ol4 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undalg-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa (Lembaral Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20O6

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
ssfagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 20O6 tentang pedoman pengelolaan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 2OOZ

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah,
Penganggaran dan pertanggungiawaban penggunaan Belanja
Penunjang Operasional pimpinan Dewan perwakilan Rakyat
Daerah serta Tata Cara pengembalian I\-rnjangan
Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009
tentang Pedoman Tata Cara penghitungan, penganggaran

Dalam APBD, Pengajuan, penyaluran, Dan l,aporan
Pertanggungiawaban penggunaan Bantuan Keuangan partai

Politik;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32 );
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29

30.

31.

32

33.

34

35.

Rraturan MenteH Dalarn Nege五 Nomor 37 Tahun 2014

Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan

Belatta Daerah Tahun Anggaran 2015 (Bc■ ta Negara

Repubuk lndonesia Tahun 2014 Nomor 680);

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2004

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan

Anggota Dewan Pen崚逮Jan Rakyat Daerah Kabupaten

Magetan(Lembaran Daerah Kabupaten Magetarl Tahun 2004

Nomor 5),Sebagalmana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peratural■  Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6

Tahun 2007(Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun

2007 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008

tentang  Pokok― Pokok  Pengeblaan  Keuangan  Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor

8);

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2008

tentang Pendi五an Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan

Rakyat Syanah Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten

Magetan Tahun 2008 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun

2008 tentang Penyertaan MOdal Peme五 ntah Kabupaten

Magetan pada Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat

Syaiah Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan

Tahun 2008 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011

tentang Pttak  Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Magetan Tahun 201l Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2011

tentang Re」 busi Pettanan Tertentu (Lembaran Daerah

Kabupaten Magetan Tahun 201l Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor l Tahun 2012

tcntang Redbusi」 asa umum (LembЯ ran Daerah Kabupaten

Magetan Tahun 2012 Nomor l);
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38

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2Ol2

tentang Retribusi Jasa Usaha (kmbaran Daerah Kabupaten

Magetan Tahun 2012 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun

2Ol2 Tert'ang Pedoman Penyertaan Modal Daerah (l,embaran

Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2Ol2 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor

18);

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2014

tentang Penyertaan Modal Daerah Dalam Rangka Penerusan

Hibah pada PDAM Lawrr Tirta Kabupaten Magetan Tahun

2014 (L,embaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014

Nomor 4 Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Magetan

Nomor 36);

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun

2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2015 (kmbaran Daerah Kabupaten

Magetan Tahun 2014 Nomor 11);

39

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI  TENTANG PEN」ABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELAN」A DAERAH TAHUN ANGGARAN

2015.

Pasa1 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah rahun Anggaran 2015 terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah

b. Dana Perimbangan

c Lain-lin pendapatan yang sah  Rp. 406.519.845.934,64

」uniah Pendapatan   Rp. 1.507.781.615.265,64

2.Belatta

a. Belan」 a■dak Langsung

37
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Rp. 122.839.547.000,00

Rp. 978.422222.331,00
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b

1) Belanja Pegawai

2) Belarlja Bunga

3) Belanja Subsidi

4) Belanja Hibah

5) Belanja Bantuan Sosial

6) Belanja Bagi Hasil

7) Belanja Bantuan Keuangan

8) BelanjaTidak Terduga

Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai

2) Belanja Barang dan Jasa

3) Belanja Modal

Rp 927.227.851 150,00

Rp.             0,00

Rp.               ―

Rp   28.262.765.000,00

Rp    5 313 620 000,00

Rp.                ―

Rp. 133.347.520.782,00

Rp    3 550.000000,00

Rp.  24.247.034.700,00

Rp. 256.893.761.193,50

Ro 213.023.526.196,98

」umlah BelanJa

Deisit

Ro  l.591.866079022,48

Ro   (84084463.756,84)

3 Pembiayaan:

a. Penerimaan

b. Pengeluaran

Rp. 101.544.463.756,84

Ro.  17.460.000.000.00

」unllah Pcmbiayaan Netto R。 .84.084.463.756.84

Sisa l,ebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 0,00

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal I tercantum
dalam l,ampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

dalam La.mpiran II dari Peraturan Bupati ini.

lebih lanjut

Pasal 4

l,ampiran sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2 dan pasal 3 merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini

dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja

Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan

pada tanggal 17 Desember 2014

Diundangkan di Magetan

pada tangga1 17 Desember 2014

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2014 NOMOR69
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UMANTRI


